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BAB II 

PEMERIKSAAN DOKUMEN 

 

  Untuk menganalisa permasalahan dokumen hukum seperti yang telah 

dikemukakan dalam Bab I, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya. 

Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab. Peraturan itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Pasal 1  

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 

perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan 

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 

(2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana. 

(3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

(4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 
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(5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

(6) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. 

(7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana 

(8) Penyidik adalah penyidik Anak. 

(9) Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak. 

(10) Hakim adalah hakim Anak. 

(11) Hakim Banding adalah hakim banding Anak. 

(12) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak. 

(13) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum 

yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar 

proses peradilan pidana. 

(14) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga 

pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi 
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pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh 

melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan 

sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah 

sosial Anak. 

(15) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih 

secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan 

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga 

pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang 

kesejahteraan sosial Anak 

(16) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota 

keluarga lain yang dipercaya oleh Anak. 

(17) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak 

(18) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk 

mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung 

(19) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang 

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, 

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(20) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA 

adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. 

(21) Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS 

adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. 
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(22) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya 

disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang 

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. 

(23) Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, 

pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan. 

(24) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit 

pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi 

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan. 

Pasal 2 

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. Pelindungan;  

b. Keadilan;  

c. Nondiskriminasi;  

d. Kepentingan terbaik bagi Anak;  

e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;  

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;  

g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;  

h. Proporsional;  

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 

j. Penghindaran pembalasan. 

 Pasal 5 
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(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan 

Restoratif. 

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-Undang ini; 

b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum; dan 

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan 

selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani 

pidana atau tindakan. 

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. 

Pasal 6 

Diversi Bertujuan: 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;  

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  

c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;  

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 

Pasal 16 



10 
 

 
 

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara 

peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini 

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan pelindungan 

khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya 

dalam situasi darurat. 

(2) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan pelindungan 

khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya 

dalam situasi darurat. 

Pasal 21 

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, 

dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: 

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun 

daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan 

untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b. 
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(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai 

masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, 

masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang 

paling lama 6 (enam) bulan. 

(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara 

berkala setiap bulan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan 

keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 26 

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. telah berpengalaman sebagai penyidik; 

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; 

dan 

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 
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(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh 

penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan 

oleh orang dewasa. 

Pasal 27 

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib 

meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan 

setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan 

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau 

saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial 

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. 

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak 

Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial 

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana 

dilaporkan atau diadukan. 

Pasal 30 

(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan 

paling lama 24 (dua puluh empat) jam. 

(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus 

Anak. 

(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang 

bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. 
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(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. 

(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada 

anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Pasal 44 

1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 

kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) 

cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak 

dipidana. 

2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena 

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu 

dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu 

percobaan. 

3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 

Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 

Pasal 338 

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun. 

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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Pasal 120 

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang 

ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.  

(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka 

penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya 

yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta 

martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan 

rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Pasal 44 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 

paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 

(empat puluh lima juta rupiah). 
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(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 

pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah). 

5. Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007 

Pasal 4 

1.  Penyenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum  

2.  Penyelanggaraan dan penyidikan tidak pidana  

3.  Penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait. 

Pasal 6 

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan 

perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan 

penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanankan di Ruang 

Pelayanan Khusus (RPK).  

2. Kerja sama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah 

dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan 

anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap 

pelakunya. 

Pasal 6 ayat 4 

1. Perdagangan orang (Human Trafficking)  
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2. Penyelundupan manusia (People Smuggling)  

3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)  

4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)  

5. Vice (perjudian dan prostitusi)  

6. Adopsi ilegal  

7. Pornografi dan pornoaksi  

8. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)  

9. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman 

  Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. 

Pasal 7 

1. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.  

2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab 

kepada Kanit PPA. 

Pasal 8 

1. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku 

kejahatan terhadap perempuan dan anak.  

2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada 

Kanit PPA. 

 

 

 


